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Assalamu’alaikum wr, wb.
Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang penyun-

tingan, akhirnya Jurnal Media Hukum (JMH) Volume 24
nomor 2, Desember 2017 ini dapat diterbitkan. Sebagai sua-
tu terbitan berkala ilmiah, Penyunting JMH berkomitmen
untuk selalu berusaha meningkatkan kuwalitas terbitan yang
selaras dengan “Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah”

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendi-
dikan Nasional. Selain itu mutu isi tulisan juga tetap
diprioritaskan.

Dalam terbitan kali ini JMH menyajikan 10 Artikel terpilih
yang dikirim oleh Penulis dari berbagai Perguruan Tinggi
dan Lembaga. Tulisan pertama pada terbitan ini disajikan
artikel dari Subianta Mandala dari Kementrian Hukum dan
HAM Papua. Topik yang diangkat mengenai UPICC Sebagai
Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia Dalam
Rangka Masyarakat Ekonomi Asean. Tulisan pertama
mengkaji tentang pembaharuan hukum kontrak Indonesia
untuk menghadapi Asean Economic Community. Penelitian

yang dilakukan dengan metode penelitian normative ini
menemukan bahwa UPICC sebagai instrumen internasional
yang bersifat soft law dapat dipergunakan sebagai model
pembaruan hukum kontrak Indonesia.

Tulisan kedua: Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai
Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia dari Iskandar Wibawa, dosen Fakultas
Hukum Universitas Muria Kudus. Artikel ini mengulas soal
pandangan perlunya alternatif pidana selain pidana penjara
dengan maksud supaya tujuan pemidanaan dapat diwujud-
kan. Analisis artikel ini memberikan alternatif pemidanaan
yaitu, Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara

diharapkan membuat pelaku kejahatan jera dan malu dan
Pidana restitusi kepada korban diharapkan bisa menghil-
angkan rasa bersalah pelaku kejahatan terhadap korban serta
menghilangkan konflik antara kedunya (berorientasi pada
korban kejahatan)

Tulisan selanjutnya dari Budi Santoso dosen Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya dengan judul Pengaturan

Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Perspektif Kepentingan
Ekonomi Dan Hak Asasi Manusia. Artikel ini mangajukan
diskusi masalah pemutusan hubungan kerja berkaitan erat
dengan kepentingan ekonomi pengusaha dan hak asasi
manusia. Dari prespektif ekonomi ditemukan hasil pemba-
hasan bahwa pengaturan PHK melalui peraturan perundang-
undangan dapat berakibat perusahaan menjadi lebih

produktif dan efisien atau sebaliknya. Sementara dari prespek-
tif hak asasi manusia ditemukan bahwa pemberi kerja tidak
boleh melakukan PHK kepada pekerja tanpa alasan yang
adil dan rasional.

Tulisan Destri Budi Nugraheni, dosen Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada dengan judul Analisis Fatwa Dewan
Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah
Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah.
Penelitian yang dilakukan secara normatif menunjukan
bahwa kegiatan jasa dapat menggunakan akad hawalah dan
kafalah, namun berdasarkan analisis terhadap fatwa dan fikih,
yang dimungkinkan digunakan oleh perusahaan pembiayaan

syariah dalam kegiatan jasa adalah akad hawalah bil ujrah
dan kafalah bil ujrah.

Selanjutnya, Muhammad Taufiq, Sarsiti, Rindha Widya-
ningsih dan Rani Hendriana, dosen dari Fakultas Hukum
Universitas Jendral Soedirman Purwokerto menulis Mediasi
Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana. Artikel berikutnya merupakan
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penye-
lesaian perkara pidana melalui mediasi dengan mendasarkan
nilai kearifan lokal Banyumas, dapat dilakukan di luar pera-
dilan pidana dan di dalam peradilan pidana, dengan tetap

memberdayakan penggunaan social network mediator.
Musa Darwin Pane dosen dari Fakultas Hukum Universi-

tas Komputer Indonesia Bandung menulis artikel dengan
judul Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah mempertanyakan tentang bagaimana aspek
hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam
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menanggulangi penyimpangan. Hasil analisis menunjukan

bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diterap-
kan asas-asas umum seperti asas tahunan, asas universalitas,
asas kesatuan. Selain itu juga perlu diterapkan asas spesialitas
maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kai-
dah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara

La Ode Angga, dosen Fakultas Hukum Universitas Patti-
mura Ambon mengirimkan tulisan yang berjudul Makna Prin-
sip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata
Ruang Wilayah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Di Provinsi Maluku. Penulis mengkaji soal prinsip kehati-
hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Penelitian yang menganalisis Perda Provinsi Maluku

No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW tersebut menemukan
bahwa: dari aspek filosofis Perda ini tidak menjiwai UUPPLH-
2009 sebagai Undang-Undang yang lebih tinggi dalam
Penataan Ruang di Indonesia. Dari aspek yuridis menunjukan
ketidak sinkronan dengan UUPPLH-2009. Sedangkan dari
aspek politik menunjukan adanya ketidakjelasan orientasi
visi politik bagi pembentuk Perda, disatu sisi Perda berbasis
kebelanjutan lingkungan hidup namun belum ada
pengaturan prinsip kehati-hatian.

Artikel selanjutnya dari Fitriati dosen Fakultas Hukum
Universitas Eka Sakti Padang dengan judul Karakteristik

Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui
Peradilan Adat. Artikel ini mengkaji bahwa penegakan hukum
tidak dapat dilakukan dengan cara formal saja tapi juga dapat
dilakukan melalui jalur informal. Penelitian ini dilakukan secara
yuridis sosiologi untuk mengetahui efektifitas penyelesaian
kasus tindak pidana secara informal melalui peradilan adat.
Hasil penelitian ditemukan adanya penyelesaian tindak pidana
secara informal yaitu melalui musyawarah nagari, peradilan
adat, pemufakatan adat, tindakan langsung oleh masyarakat
berupa pemberian sanksi social.

Penulis berikutnya adalah Reni Anggriani dari Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan

tulisan dengan judul Perjanjian Pengadaan Tanah Kas Desa
Sebagai Lahan Kawasan Industri Di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Kajian ini dilakukan secara yuridis normative
memberikan kesimpulan bahwa diperlukan suatu model
perjanjian yang dapat menjamin para pihak dalam mengem-
bangkan investasi, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam penggunaan tanah kas desa. Artikel yang berjudul

Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak yang ditulis oleh Trisno Raharjo dan Laras Astuti dosen
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Tulisan ini membahas konsep diversi dalam sistem peradilan
pidana anak bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku
tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum nor-
matif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan
undang-undang. Hasil penelitiannya ditemukan konsep
diversi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku
tindak pidana belum dapat dilaksanakan berdasarkan hasil
penelusuran putusan tentang diversi dalam sistem peradilan

pidana anak.
Artikel terakhir edisi ini mencantumkan tulisan mengenai

Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta
Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara
karya dari Mukti Fajar ND dan Reni Budi Setyaningrum  dari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Isu
artikel ini mengenai palaksanaan PKBL dan CSR BUMN serta
mekanisme pelaporannya. Penelitian ini dilakukan secar nor-
mative dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pelaksanaan CSR dan PBKL BUMN hampir mirip pada bisang
sumbangan social dan pemberdayan masyarakat. Sementara

mekanisme peloporan  PKBL lebih rinci karena diatur bebera-
pa regulasi, sedangkan laporan CSR BUMN hany kepada
RUPS pada laporan tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terimaksih sebesar-
besarnya kepada para Mitra Bestari, Dewan Penyunting dan
seluruh Staff Jurnal Media Hukum yang telah bekerja dengan
baik. Berikut juga kami ucapakan terimakasih kepada
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta serta Tim Devisi Publikasi LP3M UMY yang
memberikan dukungan sepenuhnya.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, Desember 2017

Ketua Penyunting
Mukti Fajar ND
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BENTUK NASKAH
Jurnal Media Hukum menerima naskah/ artikel hukum

yang merupakan hasil penelitian maupun artikel hasil kajian
teoritis baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

CARA PENGIRIMAN NASKAH
Penulis submit naskah dalam format file Microsoft Word

ke url: http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh kemudian
mengirimkan naskah tersebut ke email

jurnalmediahukum@gmail.com.

FORMAT NASKAH
Naskah yang dikirim adalah artikel hasil penelitian empirik

atau artikel kajian teoritis. Naskah terdiri dari 15-20 halaman
kwarto (A4) dengan spasi satu setengah. Naskah dilengkapi
dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk
tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut
halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul
dan sumber kutipan.

Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel
yang akan dipublikasikan di JURNAL MEDIA HUKUM.

Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel
adalah sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN
JUDUL ARTIKEL
Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak

melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indone-
sia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

PENCANTUMAN NAMA PENULIS DAN LEMBAGA
PENULIS

Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan
atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian

dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat
e-mail dicantumkan di bawah judul.

ABSTRAK
Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak

yang menggambarkan secara ringkas esensi keseluruhan
tulisan berupa permasalahan, metode penelitian dan hasil
penelitian maksimal 200 kata diketik 1 (satu) spasi dalam 2
(dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disertai kata kunci
(key word) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dalam 4 bab, dengan sistematika bab
sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Berisi latar belakang dan perumusan permasalahan.

II.    RUMUSAN MASALAH
Berisi satu atau dua pertanyaan yang menjadi pokok

permasalahan dan hendak dijawab dalam penelitian.
III. METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam
penelitian, antara lain meliputi:
spesifikasi penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian,
teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan
analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian berikut analisisnya.
V. KESIMPULAN DAN SARAN

B. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL KAJIAN
TEORITIS

JUDUL ARTIKEL
Judul harus spesifik dan efektif (ringkas dan lugas) tidak

melebihi 12 kata jika naskah menggunakan Bahasa Indone-
sia atau 10 kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.

PENCANTUMAN NAMA PENULIS LEMBAGA PENULIS
Nama Penulis (tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan

atau kepangkatan), nama lembaga tempat kegiatan penelitian
dilakukan dan alamat korespondensi lengkap berikut alamat

Pedoman Penulisan

http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh
mailto:jurnalmediahukum@gmail.com.
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e-mail dicantumkan di bawah judul.

ABSTRAK
Naskah artikel harus disertai 1 (satu) paragraf abstrak

yang menggambarkan esensi keseluruhan tulisan berupa
permasalahan dan hasil kajian diketik 1 (satu) spasi maksimal
200 kata dalam 2 (dua) Bahasa Inggris dan Bahasa Indone-
sia disertai kata kunci (key word) tiga sampai lima kata.

Naskah ditulis dengan sistematika bab sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang.
II.    RUMUSAN MASALAH

Berisi satu atau dua pertanyaan yang menjadi pokok
permasalahan dan hendak dijawab dalam kajian teoritis.

III. PEMBAHASAN
Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang

dikaji dalam naskah.
IV. KESIMPULAN DAN/ ATAU SARAN
SUMBER KUTIPAN
1. Sumber Kutipan ditulis menyesuaikan sistem

catatan perut (body note atau side note) ditulis sebagai
berikut:

a. Satu penulis: (Brownle, 1981: 845);
b. Dua penulis: (Frucot dan Shearon, 1991: 311);
c. Tiga atau lebih dari dua penulis: (Hotstede, et.al.,

1990: 23);
d.  Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya

dituliskan akronim institusi: (KRHN, 2000: 21)
2. Sumber kutipan yang berasal dari website dituliskan

dengan susunan sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan
(“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu
download contoh: (Rohman, Dodi Arief, “Publik AS Dukung
Bill Clinton”, http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/
15/in/publ24.htm, diunduh pada Senin, 24 Oktober 2005,
jam 13.56 WIB).

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dengan
susunan setiap publisitas sebagai berikut:

BUKU-BUKU
Contoh:

Ahmad, Zainal Abidin, 1975, Konsepsi Negara

Bermoral Menurut Imam al-Ghazali, Jakarta, Bulan Bintang.

JURNAL
Contoh:
Nurwijayanti, Septi, 2006, “Gagasan Amandemen

Kembali UUD 1945”, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 3.

BAB DALAM BUKU
Contoh:
Criba, Robert, 1999, “Nation: Making Indonesia”

in Emerson, Donald K (ed), Indonesia beyond Suharto, New
York, An East Gate Publishers.

TESIS/DISERTASI

Contoh:
Indrayana, Denny, 2005, Indonesia Constitutional

Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional Mak-
ing in Transition, Unpublished Thesis, Melbourne Univer-
sity, Australia.

MAKALAH
Contoh:
Sunny, Ismail, “Pembangunan Hukum Nasional

dalam Pembangunan Jangka Panjang”, Makalah untuk Semi-
nar Nasional “Politik Hukum Pembangunan Nasional” oleh

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 20-22 Maret 1990.
Peraturan perundang-undangan disusun secara hirarkhikal

http://www.kompas.com/kompas-cetak/1992/

